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Lampiran.7 Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada 

Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo) 

 

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan untuk 

pengelolaan alokasi dana desa ? 

2. Apa ada program untuk pengelolan alokasi dana desa ? 

3. Kapan dilakasanakan kegiatan musrembangdes tersebut  

4. Bagaiman mekanisme perencanaaan pengelolaan alokasai dana desa di desa 

buduran ?  

5. Bagaimana peran pemerintah dalam mendunkung pengelolanan alokasi dana 

desa di desa buduran  

6. Bagaimana pemerintah desa buduran untuk mengatasi kedala yang ada di 

desa dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  

7. Bagaimana urutan sekema pertangung jawaban dan pelaporan tentang 

pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa ?  

8. Bagiamana tingkat patisipan masyarakat dalam adanya pengelolaamn alokasi 

dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa ?  

9. Apa saja factor pendorong yang dilakasanakan untuk pengelolaan alokasi 

dana desa ? bagaimana tingkat percapaian terhadap pertangung jawaban 

pelaporan LPPD,LKPJ dan pelaporan pengangaran alokasi dana desa dalam 

pemberdayaan masyarakat  

10. Apa kendala dari pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan 

masyarakat?  

 

 


